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PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
bagi pegawai khususnya di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten, diperlukan suatu acuan yang
dibakukan secara menyeluruh guna mengakomodasi dan
mengantisipasi dinamika tugas pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a,  perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-
pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3830);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : Per/15/M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 27);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.

7. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen
yang berisi serangkaian  instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

8. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas proses kinerja atau hasil akhir
dari program maupun kegiatan.

9. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-
unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang
berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

10. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit
lini organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau
kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam ranggka memimpin
suatu organisasi.
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12. Administrasi pemerintah adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.

Pasal  2

(1) SOP disusun dengan maksud :

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

d. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam
memberikan pelayanan;

e. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

(2) SOP disusun dengan tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam
mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam penyelenggaraan
kegiatan internal dilingkungan instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP SOP

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup SOP Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi :

a. SOP Pengelolaan Administrasi  Barang Daerah  dan Pelayanan Tata
Naskah Dinas;

b. SOP Pelaporan Pengendalian dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

c. SOP Pelayanan Pada Biro Hukum;
d. SOP Kehumasan dan Protokol;
e. SOP Kelembagaan/Organisasi;
f. SOP Pelaksanaan Bantuan Sosial/Hibah; dan
g. SOP Fasilitasi Kebijakan Perekonomian.

(2) Uraian  SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Oktober 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 23


